
BUPATI TAPIN 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 
PERATURAN BUPATI TAPIN 

NOMOR 17 TAHUN 2014 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN 
NOMOR 17 TAHUN 2010 

TENTANG 
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI TAPIN, 

Menimbang    :  a.  bahwa Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 
Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan 
Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Tapin, sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Bupati Tapin Nomor 41 Tahun 
2013 tentang Perubahan Keempat Atas 
Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 
2010 tentang Tambahan Penghasilan Bagi 
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Tapin, sudah tidak 
sesuai lagi dengan kondisi beban dan 
prestasi kerja yang ada, sehingga perlu 
dilakukan perubahan besaran dan 
penambahan jenis penerima tambahan 
penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja bagi 
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Tapin, khususnya 
bagi Pegawai Negeri Sipil yang bertugas 
sebagai Pejabat Fungsional Auditor dan 
Pejabat Fungsional Pengawas 
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 
Daerah (P2UPD) pada Inspektorat 
Kabupaten Tapin; 

b. bahwa perubahan besaran dan penambahan 
jenis penerima tambahan penghasilan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a 
dilaksanakan dalam rangka untuk 
peningkatan prestasi kerja dan 
kesejahteraan     pegawai      yang    bertugas 

   

SALINAN 
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 sebagai Pejabat Fungsional Auditor dan 
Pejabat Fungsional Pengawas 
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di 
Daerah (P2UPD) pada Inspektorat 
Kabupaten Tapin yang memiliki beban kerja 
tinggi dan resiko atas tanggung jawab 
pekerjaannya; 

c. bahwa sesuai hasil rapat Tim Anggaran 
Pemerintah Kabupaten Tapin dan 
berdasarkan ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 39 ayat (8) Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
perlu menetapkan Perubahan Kelima Atas 
Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 
2010 tentang Tambahan Penghasilan Bagi 
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Tapin; 

d.  bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Tapin tentang Perubahan 
Kelima Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 
17 Tahun 2010 tentang Tambahan 
Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin; 

 
Mengingat     :      1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II   
Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan 
Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 2756); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 
tentang Penyelenggara Negara yang Bersih 
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3851); 
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3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 
tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494); 

6. Peraturan Pemerintah  Nomor 16 Tahun 
1994  tentang Jabatan Fungsional Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3547), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah  Nomor 16 Tahun 1994  tentang 
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5121); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 
2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4737); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah, sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 
Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 
04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Tapin; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 
05 Tahun 2008 tentang Pembentukan 
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 
2014 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 
05 Tahun 2008 tentang Pembentukan 
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Tapin; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 
12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

14. Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 
2010 tentang Tambahan Penghasilan Bagi 
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Tapin, sebagaimana 
telah  diubah beberapa kali, terakhir dengan  
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Peraturan Bupati Tapin Nomor 41 Tahun 
2013 tentang Perubahan Keempat Atas 
Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 
2010 tentang Tambahan Penghasilan Bagi 
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Tapin; 

15. Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 
2014 tentang Pedoman Pembentukan 
Produk Hukum Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Tapin; 

 
MEMUTUSKAN  : 

 
Menetapkan  :   PERATURAN BUPATI TAPIN TENTANG 

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN 
BUPATI TAPIN NOMOR 17 TAHUN 2010 
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI 
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN. 

 
 

Pasal I 

Ketentuan dalam Lampiran I. DAFTAR TAMBAHAN PENGHASILAN 
BAGI PNS/CPNS pada Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 
2010 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten 
Tapin Tahun 2010 Nomor 17), yang telah beberapa kali diubah 
dengan : 

a. Peraturan Bupati Tapin Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2010 
tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin (Berita Daerah 
Kabupaten Tapin Tahun 2011 Nomor 145); 

b. Peraturan Bupati Tapin Nomor 19 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 
2010 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin (Berita Daerah 
Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 19); 

c. Peraturan Bupati Tapin Nomor 14 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 
2010 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin (Berita Daerah 
Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 14); dan 

d. Peraturan Bupati Tapin Nomor 41 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 
Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri 
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin (Berita Daerah 
Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 41); 
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pada Angka V. BERDASARKAN PRESTASI KERJA, ditambahkan 1 
(satu) huruf baru, yakni huruf Q, sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 
Q.   Pejabat Fungsional Auditor atau Pejabat Fungsional Pengawas 

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) pada 
Inspektorat Kabupaten Tapin : 

1. Fungsional Auditor atau P2UPD Golongan III/a, diberikan 
tambahan penghasilan prestasi kerja yang besarannya 
disamakan dengan Pejabat Struktural Eselon IV.b, yakni 
sebesar Rp. 800.000,-; 

2. Fungsional Auditor atau P2UPD Golongan III/b, diberikan 
tambahan penghasilan prestasi kerja yang besarannya 
disamakan dengan Pejabat Struktural Eselon IV.a, yakni 
sebesar Rp. 1.000.000,-; 

3. Fungsional Auditor atau P2UPD Golongan III/c, diberikan 
tambahan penghasilan prestasi kerja yang besarannya 
disamakan dengan Pejabat Struktural Eselon III.b, yakni 
sebesar Rp. 1.300.000,-; 

4. Fungsional Auditor atau P2UPD Golongan III/d, diberikan 
tambahan penghasilan prestasi kerja yang besarannya 
disamakan dengan Pejabat Struktural Eselon III.b, yakni 
sebesar Rp. 1.300.000,-; 

5. Fungsional Auditor atau P2UPD Golongan IV/a, diberikan 
tambahan penghasilan prestasi kerja yang besarannya 
disamakan dengan Pejabat Struktural Eselon III.a, yakni 
sebesar Rp. 1.750.000,-; 

6. Fungsional Auditor atau P2UPD Golongan IV/b, diberikan 
tambahan penghasilan prestasi kerja yang besarannya 
disamakan dengan Pejabat Struktural Eselon III.a, yakni 
sebesar Rp. 1.750.000,-; 

7. Fungsional Auditor atau P2UPD Golongan IV/c, diberikan 
tambahan penghasilan prestasi kerja yang besarannya 
disamakan dengan Pejabat Struktural Eselon II.b, yakni 
sebesar Rp. 3.000.000,-; 

8. Fungsional Auditor atau P2UPD Golongan IV/d, diberikan 
tambahan penghasilan prestasi kerja yang besarannya 
disamakan dengan Pejabat Struktural Eselon II.b, yakni 
sebesar Rp. 3.000.000,-; 

9. Fungsional Auditor atau P2UPD Golongan IV/e, diberikan 
tambahan penghasilan prestasi kerja yang besarannya 
disamakan dengan Pejabat Struktural Eselon II.a, yakni 
sebesar Rp. 5.000.000,-; 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Tapin. 
 
         
 
      Ditetapkan di Rantau 
      pada tanggal 07 Juli 2014 
 
      BUPATI TAPIN, 
 
       
       ttd 
 
      M. ARIFIN ARPAN 
 
Diundangkan di Rantau 
pada tanggal 07 Juli 2014 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN, 
 
     
     ttd 
 
RAHMADI 
 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2014 NOMOR 17 

 


